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Abstract. The implementation of the district/city government constitution in Indonesia during the  "Era Reformasi" era placed the executive as a more dominant force than the legislature which caused frequent deviations from the regional government constitution. Applicability of Law No. 22 and 25 of 1999 were then renewed by law No. 23 of 2014, local governments, both regencies or cities, must increase human resources with professional knowledge and competencies to face the era of free trade by increasing the quality and competency of bureaucracy to reduce irregularities in district or city government institutions.
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PENDAHULUAN. 

Pelaksanaan Pemerintah Daerah pada masa Era Reformasi, sering terjadi berbagai masalah yang disebabkan karena adanya penafsiran yang keliru terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah (UU UU No. 22,  25 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014). Kondisi ini tidak dapat dihindarkan karena kepentingan elite politik dan juga paradigma politik yang berkembang saat ini, yang menempatkan kepala daerah sebagai kekuatan yang dominan dan memiliki kepentingan politik tertentu sehingga terjadinya deviasi atas UU Pemerintah Daerah yang berlaku. Kita ketahui bahwa undang untang tentang pemerintah daerah sudah baik dan sudah beberapa kali direvisi melalui mekanisme yang cukup panjang di badan legislatif. Apabila kita evaluasi pelaksanaan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kurangnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terjadi selama ini dan telah membentuk pola yang semakin kompleks sehingga implikasinya masih terjadi sampai saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan monolitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersifat netral namun sering terjadi keterlibatan ASN pada keterlibatan politik walaupun secara tersembunyi. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 12 dimana para  ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Aspek manajemen sumber daya manusia masih rendah dan belum sesuai dengan diharapkan, hal ini meliputi rekruitmen ASN, pemahaman atas komitmen professional, promosi karier, kesejahteraan, dan etika birokratisasi. Rekruitmen ASN sebelum pelaksanaan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang selama ini terjadi belum sepenuhnya menjamin terjaringnya calon yang terbaik. Sering terjadi nepotisme dan kurangnya merit system merupakan faktor penghambat, dan penyebab terjadinya kualitas ASN sangat rendah.

3. Masih kurangnya kesejahteraan ASN dapat juga berpengaruh  terhadap  prilaku dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara kultural hal ini berkenaan dengan sulitnya melakukan pergeseran posisi birokrasi dari patron masyarakat menjadi pelayan yang sederajat dengan masyarakat. Kehadiran birokrat yang melayani masyarakat secara profesional, berkualitas dan bekerja secara tulus akan menghadirkan suasana kerja keras, disiplin, dan kompetitif.

4. Promosi dan penempatan dalam jabatan birokrasi kurang didasarkan pada suatu pedoman pola karier yang objektif dan jelas. Penempatan eselon pada jabatan-jabatan struktural birokrasi pemerintahan terbatas kepada persyaratan kepangkatan minimal dan maksimal. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan gagalnya indentifikasi tenaga kerja yang professional dan produktif, atau dengan kata lain, struktur yang berlaku masih dihadapkan subjektivitas dan belum adanya pengembangan yang maksimal dalam mengejar produktivitas yang tinggi.

5. Aspek pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh para ASN sehari-hari, masih terkesan setiap warga masyarakat yang datang berurusan dengan birokrasi akan berjumpa dengan para pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, lambat dalam memberikan pelayanan, main sogok, dan kurang professional. Faktor penyebab lain adalah pengadaan formasi bagi ASN masih dijadikan sarana untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Akibatnya jumlah ASN yang kurang rasional dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dikerjakan. Kondisi ini dapat menciptakan terjadinya proses rekrutmen yang kurang mendukung professional aparatur negara yang pada gilirannya telah menciptakan citra yang kurang  baik bagi aparatur pemerintah.

Dari gambaran di atas, menyebabkan masyarakat sangat enggan berurusan dengan mereka jika tidak terpaksa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berurusan dengan aparat pemerintah diperlukan ekstra dana untuk membayar biaya-biaya inkonvensional. Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan serba cepat, pengeluaran ekstra merupakan hal yang dipandang wajar sepanjang pelayanan yang dibutuhkan dapat diperoleh cepat atau tepat waktu. Ditinjau dari sudut pemerintahan, keadaan ini bukanlah pekerjaan yang sepele, bukan saja bertentangan dengan etika pemerintahan, tetapi  juga menjadi sumber dari terciptanya ekonomi biaya tinggi yang menghambat upaya peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan ini harus segera dapat di atas karena merupakan salah satu indikator yang diharapkan dan menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan daerah.
SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA REFORMASI.

Berlakunya pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kemudian diperbaharui kembali dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatiditas dari segenap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam negara demokrasi yang sangat kompetitif, diperlukan kemampuan birokrasi dan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang dapat memberikan tanggapatan secara cepat terhadap berbagai reaksi yang muncul dimasayarakat secara bijaksana, adil, dan efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik merupakan konsekuensi dari kehidupan  demokrasi, dan diperlukan agar birokrasi dapat meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat tidak  hanya pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga pada pertimbangan unsur equality dan kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam era reformasi dan era globalisasi, dituntut juga pelaksanaan reformasi struktural pemerintahan daerah.
Memasuki zaman industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dalam semua lini kehidupan masyarakat yang didukung perkembangan teknologi yang semakin canggih, setiap pemerintah daerah dihadapkan kepada minimal dua tantangan, yaitu; tantangan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri, dan tantangan dalam menerima arus perubahan sikap dan perilaku masyarakat pada era industri 4.0, dapat memberikan dampak pada besar bagi peradaban manusia. Perubahan sikap ini akan melahirkan berbagai tuntutan masyarakat terhadap lingkungannya sebagai dampak perubahan teknologi dan penyesuaian paradigma dalam praktek administrasi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah pada semua sektor kehidupan manusia.
Sikap saling membutuhkan dan kerjasama internasional tidak terelakkan, sehingga menempatkan posisi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang membangun hubungan sosial, ekonomi, perdagangan dan budaya, secara langsung dengan dunia internasional dan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat. Hubungan langsung antara wilayah dalam suatu negara dengan perekonomian global tersebut dapat mendorong meningkatnya motivasi untuk meningkatkan daya saing dibidang yurisdiksi pemerintah daerah. Tupoksi yang menjadi tanggungjawab bidang yurisdiksi pemerintah daerah dapat menciptakan daya saing dalam urusan pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, produktifitas masyarakat, industri dan perdagangan, dan lain sebagainya.
Pemerintah daerah harus dapat menyiapkan sumber Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan professional sesuai dengan perkembangan industri 4.0, berupa pendidikan, pelatihan manajemen dan kewirausahaan yang professional bagi aparat ASN sudah harus lebih ditingkatkan dengan menerapkan kualitas manajemen yaitu Total Quality Management (TQM), Just In Time (JIT) dan ISO-9000 yang sangat diperlukan para pejabat yang profesioanal di lingkungan pemerintah daerah. Seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM, masalah disiplin perlu ditingkatkan. Sumber daya aparatur negara tidak mungkin berkembang tanpa disiplin, karena disiplin yang tinggi sudah harus dilaksanakan dimulai dari kehidupan di rumah tangga keluarga sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Hanya manusia dan masyarakat yang disiplin serta dapat mengadopsi perkembangan teknologi yang dapat bersaing dalam dunia  persaingan bebas dan kompetitif pada abab 21.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, seakan dunia tanpa batas, perdagangan bebas, dunia yang terbuka, tentu ini menjadi peluang bagi sumber daya aparatur pemerintah daerah dapat saling mengenal, saling memahami dan mendalami kemampuan suatu bangsa, saling mengetahui kekayaan dan kebudayaan bangsa yang lain, maka dengan sendirinya dapat memperoleh  pengetahuan yang lebih banyak dan hbungan horizon yang lebih luas. Tidak mengherankan apabila  United Nations Development Program (UNDP) salah satu badan PBB bidang pembangunan, merumuskan mengenai pengembangan SDM sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Seorang manusia yang telah berkembang ilmu pengetahuan nalar akan meningkatkan pandangan menjadi lebih luas sehingga dapat melakukan pilihan-pilihan bahkan dapat menyodorkan pilihan untuk sesamanya.
Kehidupan manusia pada abad 21, menuntut sumber daya aparatur yang prima, karena pada abad 21 ini kehidupan masyarakat sudah sangat terbuka dan dapat memilih dengan berbagai jenis kemungkinan pilihan melalui pengetahunan dan teknologi.  Dengan demikian sumber daya ASN yang prima dan dapat survive  didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bersaing dan menuntut kualitas kehidupan, baik didalam produk maupun didalam memberi pelayanan jasa kepada masyarakat dan dunia internasional.
Dalam pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut :
1. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama (network). Networking diperlukan oleh karena manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah tetapi berhubungan satu sama lain. Manusia abad 21 hidup didalam dunia tanpa batas, sehingga yang dapat survive adalah manusia yang ahli dalam networking. Dunia perdagangan bebas akan semakin lancar apabila ada networking. Tanpa networking maka perluasan pasar akan menjadi sulit dilaksanakan.
2. Kerjasama (teamwork). Setiap orang didalam masyarakat abad 21 mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keunggulan spisifikasinya.  Secara keseluruhan sumber daya aparatur yang telah dikembangkan kemampuan spesifiknya. Akan dapat membangun kemampuan teamwork yang pada giliran dapat menghasilkan berbagai produk yang lebih unggul. Industri-industri maju telah mengembangkan konsep teamwork bukan saja dapat nenghasilkaan produk yang tinggi mutunya tetapi menghasilkan produk yang semakin lama semakin disempurnakan, oleh sebab itu pelaksanaannya adalah personil yang terus-menerus meningkatkan keunggulannya.

3. Berkaitan erat dengan prinsip kerjasama tersebut ialah cinta kepada produk yang berkualitas tinggi. Seorang aparatur negara yang prima adalah mereka yang terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan sesuatu sehingga kualitas yang dicapai hari ini akan ditingkan hari esoknya dan seterusnya. Dengan demikian hasil karya atau produk akan terus-menerus meningkat dan dengan demikian dapat bersaing dengan produk lain ataupun produk bangsa lain.

Dalam hubungan itulah UNESCO menyatakan bahwa belajar pada abab 21 haruslah didasarkan kepada empat pilar yaitu: (1) learning to think, (2) learning to do, (3) learning to be, (4) learning to live to together. Keempat pembelajaran ini oleh UNESCO disebut sebagai soko guru dari manusia abad 21  untuk menghadapi arus informasi dan kehidupan yang terus-menerus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan perubahan informasi yang begitu cepat berubah sehingga penguasaan ilmu dan teknologi semakin sulit dikuasai oleh manusia karena manusia mempunyai kemampuan otak yang terbatas. Dengan demikian manusia harus terus belajar dan latihan untuk meningkatkan kemampuan menyerap perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
A. Pentingnya Kreativitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kreativitas adalah aktivitas yang dinamis, yang melibatkan proses mental, baik secara sadar maupun tak sadar atau berupa kemampuan untuk melahirkan  sesuatu yang baru. Pertanyaan pokok yang harus  diawab mengapa sumber daya ASN harus  kreatif ?. Sebagaimana kita ketahui dalam menangi tugas-tugas pemerintahan kita sering  dihadapkan kepada berbagai berbagai kelangkaan sumber daya sehingga kita harus kreatif untuk mengatasi berbagai kelangkaan tersebut. Sering kita dengar peringatan “ if you don’t change you die, if you don’t learn your die “ (lihat gambar 1). Pilihannya hanya learning or die. 
Begitu urgensinya unsur kreativitas sehingga baik organisasi privat maupun publik sejak lama menekankan unsur kreativitas sebagai salah satu prinsip dalam meningkatkan kinerja organisasinya. Bahkan sejak pendidikan dasar formal, berbagai hal yang berhubungan dengan peningkatan kreativitas yang telah ditambahkan dalam kurikulum sebagai bagian dari sitem pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu begitu pentingnya kreativitas sehingga terdapat beberapa ungkapan sebagai berikut.

1. Masa depan jagat raya ini bukanlah semata-mata terletak pada pemuda-pemuda pada saat ini, melainkan pada kreativitas-kreativitas yang muncul dan berkembang pada saat ini.

2. Kelangsungan hidup masa depan adalah hasil ramuan atas fleksibilitas, toleran pada ambiguitas dan kreativitas.

3. Untuk menyelesaikan masalah pelajaran-pelajaran disekolah dibutuhkan ilmu pengetahuan, sedangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kreativitas.
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Gambar 1. Skema Pentingnya Sumber Daya ASN yang Kompeten
Namun harus disadari bahwa terdapat berbagai penghalang-penghalang mental untuk menuju berpikir kreatif sebagai berikut :

1. Asumsi-asumsi yang keliru

2. Berpendapat hanya satu jawaban yang benar

3. Melihat suatu masalah secara terisolasi

4. Mengikuti aturan-aturan secara kaku

5. Berpikir secara negatif

6. Pengelakan tanggungjawab, atau kekhawatiran akan kegagalan

7. Ketidaknyamanan terhadap ambiguitas

Adapun kondisi yang dapat mendorong kreativitas dalam organisasi meliputi hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi terbuka dan terdesentralisasi

2. Tersedia peluang untuk melakukan percobaan-percobaan yang bersifat kreatif, ataupun terobosan baru.

3. Ada dorongan untuk berkembangnya sikap mental mau mencoba dan mencari kemungkinan-kemungkinan.

4. Tersedia peluang untuk penyebaran informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan yang dicapai secara luas.

5. Ada penghargaan kepada orang-orang yang berhasil.

6. Teloransi terhadap ketidakberhasilan ataupun kegagalan suatu usaha pembaharuan.

7. Mengembangkan pola komunikasi yang efektif pada semua jenjang tingkatan dalam organisasi.

8. Tersedia sumber daya yang memadai, dengan mudah dapat dimanfaatkan bagi prakarsa-prakarsa baru yang bersifat inovatif.

9. Suasana lingkungan organisasi mendukung ide baru yang inovatif

10. Tidak ada hambatan birokrasi dalam proses penyediaan sumber daya penunjang bagi upaya-upaya pembaharuan yang inovatif.

11. Pemberian yang tepat pada setiap bentuk keberhasilan yang dicapai.

12. Mencegah intervensi administratif yang bersifat menghambat ataupun mempersulit, kalaupun ada terbatas sekali.

13. Tidak ada limitasi waktu yang ketat bagi upaya-upaya mencari pembaharuan.

14. Ada pendelegasian tanggungjawab bagi prakarsa-prakarsa yang kreatif dan inovatif.

B. Sistem Kerja Birokrasi

Cara kerja tradisional sering mewarnai kehidupan manajemen baik dipemerintahan maupun di masyarakat, cara kerja seperti ini tidak efisien lagi, karena sangat lamban dan menghambat perubahan. Masyarakat Indonesia masih bersifat feodalistik, ketat pada peraturan, lebih menyenangi sifat tetutup, lebih suka mempersulit pelayanan kepada orang lain, menghadapi orang lain dengan penuh curiga, dalam keaadaan tertentu suka main hakim sendiri, suka memperkuat aturan untuk memperkuat diri. Keadaan seperti itu seharusnya berubah karena tantangan sudah berubah sehingga menentukan tujuan harus fleksibel, komunikasi harus terbuka, kebijaksanaan harus rasional dan bersifat partisipatif. 
Ciri tuntutan masa depan  tersebut antara lain berorientasi pada demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta berprestasi, menghormati hukum, tidak cepat puas, dan memiliki solidaritas sosial serta kreativitas yang tinggi. Tanpa hal ini birokrasi akan mati, karena kaku dan lamban dan tidak mampu mengakomodasi tuntutan-tuntutan yang bersifat cepat dan mendasar. Perubahan tersebut terlaksana bilamana didahului dengan perubahan sikap dan perilaku birokrasi. Untuk itu diperlukan langkah kegiatan yang serupa mencari nilai-nilai baru, kemudian dimasyarakatkan atau dilatihkan,  disempernakan terus, menjadi kebiasaan kerja, dan akhirnya menjadi budaya baru. Unsusr yang terkandung dalam upaya perubahan tersebut meliputi kekuatan motivasi, yang didukung keterampilan atau profesional, memiliki kepribadian atau nilai-nilai, yang diimplimentasi dalam langkah yang konkrit dengan memperhatikan faktor manusiawi.
Membangun produktivitas budaya kerja berarti membangun sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau penyempurnaan, dengan menerapkan teori-teori dan metode-metode baru demi kemajuan umat manusia. Terkait antara kepribadian dan hasil kerja, dimana kepribadian mengandung unsur bakat, keterampilan, sifat, minat, gairah, dan nilai-nilai keperibadian tersebut menjadi sikap, kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat, disiplin, rajin, jujur, tanggungjawab, hemat, integritas, sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan.

C. Menguragi Penyimpangan dan Variasi Aparatur Pemerintah Daerah
Sebenarnya setiap aparatur negara bahkan setiap orang mengerti bahwa masalah mutu itu sangat penting dalam aspek pelayanan publik. Untuk itu diperlukan komunikasi, partisipasi, dan pemahaman yang lebih baik, baik antara aparatus negara dengan masyarakat baik antara aparatur negara dengan legislatif sebagai wakil rakyat. Namun sering terjadi aparatur negara sering terbelenggu oleh segmentasi dalam birokrasi, seolah-olah peran dan fungsi masing-masing aparatur negara berdiri sendiri menurut bagiannya. Selain itu komunikasi dan kerja sama kurang terjalin dengan baik sehingga terjadilah penyimpangan dan variasi yang mengakibatkan biaya menjadi lebih tinggi dan dapat menimbulkan kerugian. Bahkan dalam kondisi tertentu, dapat terjadi persaingan dan saling curiga antar segmen atau unit kerja dalam suatu organisasi Pemerintah Daerah.
Hal itu harus dihindarkan dengan cara membangun kesepakan bersama, karena kalau tidak ada kesepakatan akan menimbulkan masalah pada proses berikutnya. Dalam program budaya kerja disiapkan teknik-teknik dan alat-alat pengendali untuk dapat mencapai standar yang disepakati tersebut. Budaya kerja dapat meranghsang inovasi dan kreasi yang sangat diperlukan oleh organisasi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya nilai-nilai yang dipegang seperti: (1) adanya tujuan yang berorientasi pada pelanggan atau masyarakat, (2) perlunya penetapan dan tanggungjawab yang lebih luas kepada Komunitas Daerah, (3) birokrasi harus memiliki budaya perilaku antara pegawai, dan antara bawahan dengan atasan pegawai. Dengan cara demikian prestasi yang dihasilkan akan dapat diukur antara lain mengenai: tingkat kemandirian, pengembangan kebersamaan, peningkatan kualitas, peningkatan dalam komunikasi dan sikap, pengurangan pemborosan, kepuasan kerja, kesempatan untuk pemecahan masalah, pembentukan tim, terjalinnya dengan semua tingkat di organisasi pemerintah, keterlibatan para pegawai, tingkat partisipasi masyarakat, dan berkurangnya tingkat kemangkiran dan keluhan.
Sangatlah penting menetapkan sasaran secara jelas dan menyebarluaskan keseluruh bagian unit organisasi. Sasaran terdiri dari banyak tujuan, yang utama dan tambahan, jangka pendek dan jangka panjang. Berjalannya waktu, tujuan tersebut harus ditinjau terus menerus dan diperbaiki, sehingga setiap orang sadar sepenuhnya akan program jangka pendek dan sasaran perlu dipertahankan agar tetap sesuai dengan kondisi yang ada pada organisasi.
Tingkat individual aparatur pemerintah pada dasarnya perlu perubahan sikap dan perilaku, tingkat antar individu pada dasarnya setiap pegawai itu baik, mau bekerja sama dan mereka ingin memberikan yang terbaik bagi kelompok. Pada tingkat manajerial diharapkan pemimpin pemerintah pada semua tingkat dan unit mempunyai gaya manajemen yang mendorong partisipasi, prakarsa, kreativitas, dan komitmen serta menguasai keterampilan dengan benar atau professional seperti pendelegasian, komunikasi, negosiasi, dan mandiri, serta diharapkan mereka dapat menjadi teladan.
Perubahan perilaku manajemen Pemerintah Daerah itu harus didahului perubahan sikap aparatur sipil negara, dimana dasar perubahan tersebut adalah nilai-nilai dan paradigma baru yang telah disepakati untuk menghadapi tantangan baru. Kedudukan pemimpin pemerintah untuk menciptakan budaya kerja menjadi sangat strategik, para pemimpin dituntut komitmen dan moral yang tinggi serta profesioanal di bidang tugas, menjadi teladan, memberi kan motivasi kerja serta bergaul akrab, lebih banyak mengajak atau menghimbau daripada memberi perintah. Kepercayaan harus ditanamkan kepada staf daripada menghukumnya. Keadaan pemimpin semacam ini akan membawa perubahan sikap dan perilaku manajemen lebih mulus daripada cara lain, sebab aparatur akan mempunyai kesan  yang mendalam tentang pemimpinnya, mereka akan meberikan respon yang positif  antara lain berupa rasa ikut memiliki, kemudian tumbuh rasa ingin bertanggung jawab, ikut mengerjakan, mawas diri, ingin terus meningkatkan  pengetahuannya dengan terus belajar tanpa henti. Akibat dari belajar terus menerus akan meningkatkan keterampilan/professional menurut bidang kerjanya dan dampak selanjutnya sudah pasti cara kerja atau proses kerja akan menjadi semakin lebih baik, yang akhirnya produk barang atau jasa akan menjadi lebih bermutu, sehingga pelanggan atau masyarakat memperoleh kepuasan sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN 
Sejak dikeluarkan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang diberlakukan secara efektif mulai berlaku  tanggal 1 Januari 2001, kemudian terakhir diperbahurui kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014, pada saat ini sudah masih banyak diperoleh kelemahan dan penyimpangan dari pelaksanaan UU tersebut. Untuk dapat meningkatkan proses pembangunan yang berkelanjutan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah, harus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menciptakan kreativitas yang  tinggi  agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dengan jalan banyak belajar, baik secara formal maupun non formal.  Menciptakan birokrasi yang transparan dan menciptakan ASN Pemerintah Daerah yang tangguh dan profesional untuk menghadapi segala perubahan yang cepat berubah dalam era globalisasi dimana dunia seakan tanpa batas antara masing-masing negara.  Disamping itu ASN Pemerintah Daerah juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara ASN Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya dan ASN Pemerintah Daerah dengan setiap unsur legislatif (DPRD), dapat tercipta kerjasama yang baik, profesional dan harmonis sehingga dapat mengurangi penyimpangan dan variasi untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi sehingga dapat menciptakan ASN Pemerintah Daerah dan sumber administrasi keuangan yang efisien dan efektif.
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“THE GREATEST DANGER IN TIME OF TURBULANCE, IS NOT THE TURBULANCE …. IT IS ACT WITH YESTERDAY’S LOGIC”





“IF YOU DON’T CHANE YOU DIE”





“ORGANIZATION ARE GOING TO HEVE TO UNLEARN A LOT OF THEIR PAST, AND TO LEARN HOW TO LEARN NEW CORE COMPETENCIES TO WIN THE RACE FOR THE GLOBAL COMPETITION”
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